Jakarta, 30 Agustus 1991

Nomor
: 890/6916/SJ


Kepada 

Sifat

: Aset Negara 

Yth. 
1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I 

Lampiran
: --




2. Sdr. Bupati/Walikotamadya

Perihal
: Pegawai yang menangani
    Kepala Daerah Tingkat II      




  Pendidikan dan Latihan di 
di -



  Daerah Tingkat II



SELURUH INDONESIA.
  

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka meningkatkan otonomi di Daerah Tingkat II, maka sasaran pembinaan aparatur khususnya Pendidikan dan Latihan di arahkan pada aparatur Daerah Tingkat II. Sehubungan dengan itu dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/2931/SJ tangal 2 Oktober 1989 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Lathinan Aparatur dan Nomor 890/873/SJ tanggal 24 Maret 1990 tentang petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Program Diklat 1990/1991 dan penyusunan program 1991/1992, diperlukan adanya pegawai yang berkemampuan menganalisa dan menangani masalah Pendidikan dan Latihan di Daerah Tingkat II.

Sesuai KEPMENDAGRI n 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, ditegaskan bahwa tanggung jawab menangani Pendidikan dan Latihan aparatur secara fungsional berada pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II. Dalam upaya peningkatan aparatur di Daerah Tingkat II melalui Pendidikan dan Latihan, perlu diambil langkah yang secara khusus menangani Pendidikan dan Latihan aparatur. Mengingat untuk membentuk/menambah unit baru pada suatu organisasi akan memerlukan suatu pertimbangan berdasarkan hasil analisa jabatan yang akan memakan waktu relative cukup lama, sementara sebelum terbentuknya Sub Bagian dimaksud agar ditunjuk 2 (dua) orang pegawai yang memiliki Pendidikan (S.1) dan Sarjana Muda (D.3) yang secara khusus diberi tanggung jawab menangani Pendidikan dan Latihan Aparatur, yang bertugas untuk :

1. Merencanakan Pendidikan dan Latihan Aparatur di Daerah Tingkat II.

2. Mempersiapkan peserta Pendidikan dan Latihan Aparatur di Daerah Tingkat II
3. Mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Aparatur di Daerah Tingkat II

4. Memonitor hasil Pendidikan dan Latihan di Daerah Tingkat II

5. Menganalisa hasil Pendidikan dan Latihan Aparatur di Daerah Tingkat II yang selanjutnya menyampaikan hasil analisa tersebut kepada Diklat Propinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Badan Diklat guna penyempurnaan program Pendidikan dan Latihan selanjutnya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, agar selalu berpedoman kepada petunjuk yang diberikan oleh Diklat Propinsi.

Demikian untuk maklum dan perhatian sepenuhnya.
AN.MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

NUGROHO

TEMBUSAN YTH.:

1. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta

2. Kepala Badan Diklat Depdagri di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdagri di Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Depdagri di Jakarta
5. Kepala Diklatprop di Seluruh Indonesia.
